




















5.

h. pemantauan dan evaluasi pelaksar a

barang/jasa per intah,

stentuan Pasal 30 ayat (2} diubah bunyi
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Kepala Subbagian P¢ gelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 30
(1) Kepala Subbagian Pengelolaan Layan:

pengadaan

a, sehingga

Pengadaan

Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan pelaksanaan Kkegiatan pengelola

pengadaan secara elektronik.
Uraian tugas sel raimana dimaksud
sebagai berikut :

1 layanan

ada ayat (1)

a. pelaksanaan pengeloclaan seluruh item informasi

pengadaan barang/jasa (termasuk ak

pengguna

sistem pengadaan secara elektronik) dan

infrastrukturnya;

b. pelaksanaan pelayanan pengadaan harang/jasa

pemerintah secara elektronik;

c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi

pengguna selu h sistem inform

barang/jasa;

pengadaan

d. identifikasi  kebutuhan  pengembangan  sistem

informasi;
e. pengembangan sistem informasi yar
oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa,;
f. pelayanan informasi pengadaa
pemerintah kepada asyarakat luas;

. pengelolaan informasi kontrak; dan
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h. mengelola informasi manajemen bat

pengadaan.

dibutuhkan

barang/jasa

jasa hasil
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6. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sechi v Pasal 31
berbunyi sebagai berikut :

[ ragraf 4
Kepala Subbagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 31
(1) Kepala Subbagian Pembinaan dan Adwvc Pengadaan

Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

pelaksanaan kegiatan pembinaan d: advokasi

pengadaan barang/jasa.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud p 1 ayat (1)
sebagal berikut :

a. pembinaan bagi para pelaku pengad n barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelc Pengadaan
Barang/Je 3 dan personel Bag 1 Pengadaan
Barang/Jasa;

b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan
barang/jas

c. pembinaan hubungan dengan | ra pemangku
kepentingan;

d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
Personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

e. pelaksanaan analisis beban kerja personel Bagian
Pengadaan Barang/Jasa;

[. pengelolaan personel Bagian Pengadaan
Barang/Jasa;

g. pengembangan sistem insentil personel Bagian
Penpadaan Barang/Jasa,

h. fasilitasi implementast standa: asi layanan
pengadaan secara elektronik;

i. pengelolaan dan per “akuran Kkinerja pengadaan

barang/jasa pemerintah;

j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang :merintah
di lingkungan pemerintah provinsi, ten/kota,

dan desa;












- 13 -

Pasal I]
Peraturan Bupat ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya r :merintabkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penc patannyva
dalam Berits Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Maret 2¢.9

ARITO UTARA,

————
—

\LSYAH

iundangkan di Muara Tewe]
pada tanggal 18 fMaret 2019

TTTTTTTTIS DAERAH
BARITO UTARA,

==
BIDIX

AH KABUFATE BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7.



